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ABSTRAK

Penelitian dengan judul Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam
Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Mimika, dimaksudkan
untuk menganalisis upaya Kejaksaan Negeri Mimika dalam memaksimalkan
pengembalian kerugian negara melalui penerapan pidana tambahan uang
pengganti dan kendala yang dihadapi dalam pemberantassan tindak pidana
korupsi, menggunakan metode penelitian hukum normatif, melalui pendekatan
perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus dengan
mengumpulkan bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan, menggunakan
analisis kualitatif.

Upaya Kejaksaan Negeri Mimika menerapkan pidana tambahan uang
pengganti dalam tindak pidana korupsi dimulai sejak tahap pra-adjudikasi yakni
melakukan penyitaan terhadap aset tersangka, selain untuk kepentingan
pembuktian tetapi juga kaitannya dengan pidana tambahan uang pengganti. Upaya
lain yakni meminta perhitungan kerugian keuangan negara kepada auditor BPK
ataupun BPKP, melakukan penelusuran aset, serta menghimbau tersangka untuk
mengembalikan kerugian keuangan negara sesuai dengan hasil perhitungan
auditor. Pada tahap adjudikasi, dilakukan tuntutan pidana tambahan uang
pengganti dalam amar putusan dan pada tahap purna adjudikasi dilakukan
perampasan aset serta lelang aset untuk membayar pidana tambahan uang
pengganti. Hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Timika dalam
menerapkan pidana tambahan uang pengganti yakni Undang-undang Nomor 31
Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi tidak secara rinci mengatur tentang masalah pengembalian
kerugian keuangana negara (pengembalian aset negara) akibat tindak pidana
korupsi. Pola pikir jaksa penyidik yang pada umumnya lebih mengutamakan
bagaimana supaya penyidikan yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur pasal
yang disangkakan dan dapat membuktikan kesalahan tersangka hingga berkas
penyidikan dinyatakan lengkap oleh penuntut umum. Serta kemampuan dalam
melakukan penelusuran aset serta kurangnya dukungan fasilitas/sarana dan
prasarana termasuk dukungan finansial.

Untuk memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara melalui
penerapan pidana tambahan uang pengganti, maka disarankan agar penyidik
memberikan perhatian khusus dalam menelusuri aset tersangka, melakukan
penyitaan, dan pendekatan kepada tersangka agar secara sukarela mengembalikan
kerugian keuangan negara. Perlu dilakukan penyempurnaan peraturan terkait
dengan penelusuran aset dan mengatur secara rinci mengenai penelusuran aset,
meningkatkan kapasitas penyidik dalam melaksanakan penelusuran aset (asset
tracing), serta dukungan fasilitas dan anggaran yang memadai. Kepada
masyarakat dihimbau untuk turut memberikan dukungan kepada penegak hukum
dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kata kunci: Korupsi, pidana uang pengganti, peran kejaksaan.



ABSTRACT

The research with the title Application of Additional Penalty in the
Corruption Crime Case at the Mimika District Prosecutor's Office, is intended to
analyze the efforts of the Mimika District Attorney's Office in maximizing the
return of state losses through the application of additional criminal compensation
and the obstacles faced in eradicating criminal acts of corruption, using legal
research methods. normative approach, through legislation approach, concept
approach and case approach by collecting legal materials through literature
study, using qualitative analysis.

The Mimika District Prosecutor's Office's efforts to apply the additional
penalty of substitute money in a corruption crime started from the pre-
adjudication stage, namely confiscation of the suspect's assets, not only for the
sake of proof but also in relation to the additional penalty of replacement money.
Other efforts include requesting a calculation of state financial losses from the
BPK or BPKP auditors, conducting asset searches, and calling on suspects to
return state financial losses in accordance with the results of the auditor's
calculations. At the adjudication stage, criminal charges are made for additional
replacement money in the verdict and at the post-adjudication stage, asset
confiscation is carried out and an asset auction is carried out to pay the
additional penalty for replacement money. The obstacles faced by the Timika
District Prosecutor's Office in applying the additional penalty of compensation
money are Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001
concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, which does not
specifically regulate the issue of returning state financial losses (returning state
assets) due to corruption. The mindset of the investigating prosecutor who
generally prioritizes how the investigation he carries out fulfills the alleged
elements of the article and can prove the suspect's guilt until the investigation file
is declared complete by the public prosecutor. As well as the ability to track
assets and the lack of support for facilities/facilities and infrastructure, including
financial support.

In order to maximize the return of state financial losses through the
application of additional criminal compensation for money, it is recommended
that investigators pay special attention to tracing the assets of the suspect,
confiscate, and approach the suspect to voluntarily return state financial losses. It
IS necessary to improve regulations related to asset tracing and regulate in detail
the tracking of assets, increase the capacity of investigators in carrying out asset
tracing, as well as support for adequate facilities and budgets. The public is
encouraged to participate in providing support to law enforcement in eradicating
corruption.

Keywords: Corruption, substitute money, the role of the prosecutor.
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